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 DESI MASYITA (B111 12 042), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penyimpanan Uang  Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 
32/Pid.Sus/2013/PN/Mjn), dibawah bimbingan bapak Said Karim sebagai 
pembimbing I dan bapak Amir IIyas sebagai pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana penerapan hokum 
pidana terhadap tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu dalam 
perkara Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN/Mjn dan untuk mengetahui 
sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah 
palsu. 
 Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan yuridis 
terhadap tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu dalam perkara 
Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN/Mjn, maka penulis melakukan 
penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Majene serta penelitian kepustakaan 
dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan 
dengan skripsi penulis. 
 Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
Penerapan hokum pidana materil terhadap pelaku dalam perkara putusan 
No.32/Pid.Sus.2013/PNM,  oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa 
dengan menggunakan dakwaan alternative yaitu pertama Pasal 36 ayat (3) 
Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang atau Pasal 
36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 
dan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal 
dan materil surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat(2) 
KUHAP.Dalam tuntutannya,  Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu Pasal 36 
ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 
berdasarkan fakta hokum baik keterangan para saksi maupun keterangan 
terdakwa.(2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 32/Pid.Sus.2013/PNM, oleh 
Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun 
karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan uang rupiah 
palsu Pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang 
Mata Uang. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana 
terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana Hakim telah 
mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, 
keterangansaksi-saksi,  alatbukti yang ada, keyakinan Hakim sertahal-hal 
yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan 






DESI MASYITA (B111 12 042),the review jurisdiction over the deposit of 
rupiahs’ counterfeit crime in case (the decision number 32 / PidSus / 
2013 / PNMjn), under the guidance by the first guide Sir Said and the second 
guide Sir Amir. 
 This study aims to determine how the implementation of criminal law to 
the deposit rupiahs’ counterfeit crime in case the decision number 32 / Pid 
Sus2013 / PNMjn and to determine the legal sanctions against the 
perpetrators of deposit rupiahs’ counterfeit criminal acts. 
 Research conducted by the authors of the review jurisdiction over the 
deposit of rupiahs’ counterfeit crime in case the decision number 32 / PidSus 
/ 2013 / PNMjn, the authors conducted the research in District Court Majene 
office and the research literature by studying books, legislation relating to the 
writers’ minithesis. 
 The results  in this study shows that (1) the application of material 
criminal law against the perpetrators in the case of the decision No. 32 / 
Pid.Sus.2013 / PNM, by the public prosecutor the defendant accused with 
using alternative charges: first, Section 36 of (3) Jo.  section 26 of (3) of Law 
No. 7 In 2011, about the currency or section 36 of (2) Jo. Section 26 of (2) of 
Law No. 7 In 2011, about the currency, and the indictment by the public 
prosecutor had qualified and indictment material, as the purpose of section 
143 of (2) KUHAP. In the lawsuit, the public prosecutor charged that 
defendant guilty of committing the deposit of rupiahs’ counterfeit crime , 
section 36 of (2) Jo. section 26 of (2) Law No. 7 of 2011 about a currency 
based on the legal facts either the statements of witnesses and the statement 
of the defendant, then  the implementation of criminal law in this case. The 
legal considerations of magistrate in the continuing criminal in the case 
against the perpetrators of the decision no.32 / Pid.Sus.2013 / PNM, by the 
judges defendant shall be punished with imprisonment of one (1) year after 
being convicted of a criminal act. The deposit of rupiahs’ counterfeit section 
36 of (2) Jo. Section 26 of (2)  Law. No.7 of 2011 about currency.  
Consideration of the judge in applying the penal provisions against the 
perpetrator in this case was appropriate where the judge has to consider both 
of juridical considerations, the facts of the trial, witnesses, evidence exists, 
the judge's conviction and the things that support and criminal sanctions 
imposed appropriate and commensurate with the actions which is done and 
the defendant has been enough to give deterrent effect to convict in particular 
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A. Latar Belakang  Masalah 
Manusia merupakan  makhluk yang secara naluria memiliki 
hasrat untuk hidup damai dan teratur. Hasrat akan hidup damai dan 
teratur ini tidak seluruhnya diterapkan dalam diri manusia. Terkadang 
apa yang diaggap teratur oleh seseorang berbeda dengan persepsi 
manusia lainnya. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial yang 
senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, maka manusia 
membutuhkan suatu perangkat atau patokan yang dapat dijadikan 
pedoman hidup agar tidak terjadi suatu pertentangan kepentingan 
sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai 
keteraturan yang dimaksud.Perangkat yang mengatur agar manusia 
dapat hidup teratur bersama manusia lain disebut dengan hukum. 
Hukum merupakan suatu perangkat yang keberadaannya sangat 
esensial sifatnya dapat menjamin kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.    
Dalam ilmu hukum salah satu jenis hukum yang dikenal adalah 
hukum pidana. W.L.G Lemaire menyebutkan bahwa hukum pidana 
terdiri dari normayang berisi keharusan-keharusan dan larangan-





suatu sanksi berupa hukuman yakni berupa suatu penderitaan yang 
bersifat khusus.1 
Dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya dua 
kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia 
telah mengaturnya secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), dimana kejahatan diatur dalam Buku II dan 
pelanggaran dalam Buku III . 
Indonesia ialah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 
ayat (3) UUD NRI 1945.Negara hukum berarti bahwa setiap perbuatan 
aparat harus berpedoman pada hukum, serta setiap warga negara 
harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.Pada saat ini, 
seiring perkembangan dunia yang semakin kompleks, maka tidak 
jarang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang serius dan 
perlu ditindaki oleh aparat penegak hukum. 
Salah satu bentuk kejahatan yang dibahas dalam skripsi hukum 
ini adalah Kejahatan penipuan diatur dalam Buku II Bab XXV KUHP 
Pasal 378.Penipuan dalam kasus ini  berasal dari penyimpanan uang 
rupiah palsu yang dipergunakan di masyarakat.Uang palsu tersebut 
dipergunakan secara mudah di masyarakat mengingat tidak semua 
masyarakat dapat membedakan secara jeoplas uang rupiah yang asli 
dengan yang palsu. Hal ini yang memudahkan sipelaku penyimpan 
                                                          





uang rupiah palsu dapat dengan bebas menggunakannya dalam 
transaksi untuk meraih keuntungan bagi dirinya. 
Kejahatan pemalsuan uang yang dianggap kejahatan yang 
sangat merugikan kepentingan sebuah Negara.Kejahatan pemalsuan 
uang beberapa waktu terakhir sering terjadi. Pemalsuan uang dalam 
hal ini uang kertas Negara atau uang kertas bank merupakan salah 
satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan Negara yang 
pengaturannya diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 
244, Pasal 245, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251 dan Pasal 519. 
Unsur-unsur kejahatan terhadap mata uang RI tersebut adalah meniru, 
memalsukan, mengedarkan, menyuruh, menerima, menyimpan, 
memasukkan ke Indonesia, mengurangi nilai, merusak, mempunyai 
persediaan bahan atau alat  untuk memalsu, dan bahan-bahan logam 
(perak) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat uang 
palsu.  
 Pada kasus yang akan menjadi acuan skripsi hukum ini tentang 
penyimpanan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 
ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti telah  menyimpan secara 
fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang rupiah 





Dalam perkara  ini  telah  dihadapkan  ke  persidangan  
terdakwa ANDI  MASNUR  Alias  NUR  Binti  IDRUS sehingga  
diperoleh  bukti  yang  sah  bahwa  benar  terdakwa  adalah  orang 
yang  dimaksudkan  Penuntut  Umum  sebagai  subjek  hukum  dari  
peristiwa pidana,  maka  telah  cukup  alasan  bagi  Majelis  Hakim  
dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  ini  dan  sebagai  dasar  
untuk  mempertimbangkan  lebih lanjut  mengenai  apakah  benar  
terdakwa  telah  melakukan  perbuatan-perbuatan  sebagaimana  yang  
telah  didakwakan  kepadanya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terkait 
untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum 
yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penyimpanan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Majene No.32/Pid.Sus/2013/PNM)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penyimpanan uang rupiah palsu berdasarkan putusan Pengadilan 





2. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang 
rupiah palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Majene 
No.32/Pid.Sus/2013/PNM ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
penyimpanan uang rupiah palsu berdasarkan putusan Pengadilan 
Negeri Majene No.32/Pid.Sus/2013/PNM 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
penyimpanan uang rupiah palsu berdasarkan putusan Pengadilan 
Negeri Majene No.32/Pid.Sus/2013/PNM 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 
1. Teoritis  
− Untuk akademisi yaitu untuk menambah wawasan keilmuan demi 
perkembangan ilmu hukum khususnya tindak pidana yang terkait 





− Bagi mahasiswa yaitu untuk pengetahuan tambahan bagaimana 
penanganan kasus tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu 
2. Praktis  
− Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi 
masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan 
kewaspadaannya terhadap tindak pidana penyimpanan uang rupiah 
palsu 
− Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam upaya 
















A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis merupakan suatu kajian hukum untuk 
menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum 
formal maupun hukum non formal. Hukum yang akan penulis kaji disini 
adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini 
pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas 
mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi 
atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta 
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
B. Pengertian Uang 
 Uang adalah alat pembayaran yang sah.Uang merupakan 
sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk 
pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran 
utang.2Dalam ilmu ekonomi tradisional uang didefinisikan sebagai 
setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Suatu alat tukar 
adalah benda apa saja yang dapat diterima olehsetiap orang di 
masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.Tetapi, uang 
                                                          





sebenarnya berfungsi lebih daripada sekedar alat tukar.Uang memiliki 
banyak fungsi.Uang berperan sebagai alat tukar, sebagai alat 
penyimpan nilai dan sebagai satuan unit hitung.3 
 Sedangkan pengertian uang dalam ilmu ekonomi modern 
adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat 
pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta 
kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang. 
1. Pengertian Uang Rupiah 
Nama rupiah biasanya dikaitkan oleh banyak pihak sebagai 
pelafalan dari ”rupee” mata uang India, namun sebenarnya menurut 
Adi Pratomo, salah satu peneliti sejarah uang Indonesia, rupiah 
diambil dari kata rupia dalam bahasa Mongolia. Rupia sendiri berarti 
perak. Memang sama dengan arti rupee, namun rupiah sendiri 
merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya penambahan huruf 
’h’ di akhir kata rupia, sangat khas sebagai pelafalan orang-orang 
Jawa.  
Uang rupiah merupakan mata uang Indonesia yang digunakan 
sebagai alat  transaksi pembelian. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu 
pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk 
menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan 
mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 
                                                          





2. Pengertian Uang Palsu 
Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan 
hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan 
sebagai satuan mata uang yang sah.4 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang palsu 
adalah uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk 
diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran 
yang sah (counterfeit money).5 
3. Pengertian Mata Uang 
Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang 
digunakan di suatu negara.Untuk Indonesia, mata uang adalah 
rupiah.Dahulu kala, manusia primitif belum menggunakan uang, 
ataupun alat pertukaran. Ini dikarenakan oleh pada waktu itu manusia 
dapat memenuhi semua keinginannya dari lam sekitarnya. Ketika 
sumber daya alam yang mereka gunakan habis, mereka berpindah 
dan mulai menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya 
lagi. Barulah ketika munculnya peradaban kuno manusia mulai 
menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain, yang disebut 
barter. Kemudian setelah zaman lebih maju, manusia mulai 
menggunakan alat penukar, walaupun belum berupa uang.Alat ini 
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disebut uang barang.Barulah setelah manusia menguasai penggunaan 
tulisan dan huruf, dikenallah uang atau disebut uang kepercayaan 
(uang fiduciair). 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Rupiah.  
C. Tindak Pidana(strafbaarfeit) 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana (strafbaarfeit) merupakan istilah asli yang berasal 
dari Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 
berbagai arti diantaranya yaitu, delik, tindak pidana peristiwa pidana, 
perbuatan pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 





Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, strafbaarfeit berasal dari 
dua kata strafbaaryang artinya dapat dihukum dan feitberarti sebagian 
dari suatu kenyataan sehingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat 
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataa yang dapat 
dihukum.6Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi 
batasan sebagai berikut. 
“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”7 
 
Simons telah merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas 
tindakan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tidakan yang dapat dihukum.8 
Dari rumusan Simons di atas dapat dikatakan bahwa untuk 
adanya suatu strafbaarfeit harus terdapat suatu tindakan yang dilarang 
ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum.Agar sesuatu tindakan dapat dihukum, 
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maka tindakan tersebut harus memenuhi segala unsur dari delik yang 
terdapat di dalam undang-undang. 
Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain : 
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
b. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar 
gestelde “onrechtmatige”, met schuld in verband staaande 
handeling van een toerekeningsvatbaatr person). Menurutnya 
tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengajaoleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut simons, 
hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan 
subjektif.9 
 Alasan D Simons merumuskan tindak pidana seperti diatas 
karena : 
                                                          





a) Untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa disitu 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terdapat 
larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum. 
b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang.   
c. Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan 
olehMoeljatno, “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan 
kesalahan. Van Hamel juga mengartikan tindak pidana sebagai 
suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.10 
Menambahkan pernyataan diatas, Pompe juga memandang 
tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu : 
a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja  telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
                                                          





pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharannya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. 
b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari 
pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-
Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum.11 
Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi 
teoritis dengan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh 
karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali 
apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum  dan telah 
dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja ataupun tidak 
disengaja, sedang hukum positif pun tidak mengenal adanya suatu 
kesalahan tanpa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.12 
Adapun pendapat  dariMoeljatno yang merupakan ahli hukum 
pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-
penulis lain tentang definisi tindak pidana.13Moeljatno menggunakan 
istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno,perbuatan pidana hanya 
mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, 
“perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, 
yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. 
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Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang 
berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung 
jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, 
melainkan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. 
Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang 
konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu : 
a) Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban 
pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan 
b) Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya 
merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku 
 
Lebih jauh Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan menunjuk 
kedalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan 
berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah 
kepanjangan dari istilah yang merupakan istilah dari strafbaarfeit.14 
Zainal abidin menyatakan pada hakekatnya, istilah yang paling 
tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin 
delictum atau delicta, karena :15 
a) Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya; 
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b) Bersifat ekonomis karena singkat; 
c) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, 
akan tetapi perbuatannya); 
d) Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka 
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik di 
dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar 
KUHP, ada 11 unsur tindak pidana.16 Sebelas unsur tindak pidana 
tersebut ialah : 
1) Unsur tingkah laku 
2) Unsur melawan hukum 
3) Unsur kesalahan 
4) Unsur akibat konstitutif 
5) Unsur keadaan yang menyertai 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
                                                          





7) Unsur syarat tambahan untuk diperbertanya pidana 
8) Unsur syarat untuk dapatnya dipidana 
9) Unsur objek hukum tindak pidana 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11) Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.  
Jika diteliti, maka dapat diketahui bahwa diantara 11 unsur 
tersebut, ada unsur yang selalu dicantumkan dalam setiap rumusan 
dan ada yang tidak.Unsur yang selalu dicantumkan ialah unsur 
perbuatan dan objek.Oleh karena itu, tidak dapat dipersoalkan lagi, 
bahwa perbuatan dan objek merupakan unsur mutlak.Pengertian  
unsur mutlak, tidak diukur atau ditentukan semata-mata dengan 
dicantumkanya di dalam rumusan. Karena ada unsur yang kadang-
kadang tidak disebutkan di dalam suatu rumusan, namun karena 
sifatnya perbuatan yang dicantumkan sebagai dilarang, dalam 
rumusan tindak pidana tersebut juga terdapat unsur terselubung atau 
tersembunyi. Di antara 11 unsur tindak pidana tersebut, ada 2 unsur 
yang jika tidak disebut dalam rumusan, unsur tersebut terdapat secara 
terselubung, ialah unsur sifat melawan hukumnya perbuatan dan 
unsur kesalahan bentuk kesengajaan. 
Mengenai unsur melawan hukumnya perbuatan yang harus 
ada, baik yang dicantumkan ataukah tidak terdapat di dalam rumusan., 





dicelanya (melawan hukum) perbuatan itu. Adapun dalam tindak 
pidana tertentu unsur melawan hukum dicantumkan, keadaan itu 
disebabkan menurut pemikiran pembentuk undang-undang, ada 
kekhawatiran orang yang melakukan perbuatan yang sana dengan 
yang dirumuskan itu, namun orang itu berhak melakukannya.  Jika 
unsur melawan hukum tidak dicantumkan, maka orang yang berhak itu 
juga akan dipidana. Pandangan pembentuk undang-undang terdapat 
dalam Memorie van Toelichting (MvT).17 
Bila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan, 
unsur tersebut tersebut terdapat secara terselubung atau tersirat dan 
melekat dalam salah satu unsur yang dirumuskan,  bila unsur 
perbuatan, unsur keadaan-keadaan tertentu, atau pada akibat-akibat 
tertentu yang dilarang.18 
Demikian juga halnya dengan unsur kesalahan bentuk sengaja 
(opzettelijk).Dicantumkan atau tidak dalam rumusan, unsur sengaja 
selalu harus dianggap ada terutama pada kejahatan, kecuali apabila 
dalam rumusan secara tegas disebutkan unsur kelalaian atau kulpa 
dengan perkataan/istilah apa pun juga. SIstem KUHP mengenai 
sengaja dalam kejahatan harus dianggap selalu ada, yang oleh 
Moeljatno diaktakan bahwa setiap tindak pidana bentuk kejahatan 
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selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan kata 
lain. Yang dimaksud ditentukan dengan kata lain itu adalah 
perkataan/istilah kulpa tersebut   
Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah seorang ahli 
hukum pidana yaitu Moeljatno,yang berpendapat bahwa pengertian 
tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Jadi 
berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana 
yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau 
melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yanng mana aturan 
tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau 
sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang 
yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap 
setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, 
maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau 





Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur objektif 
dan unsur subjektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan 
sebagai berikut :19 
 
a. Unsur Objektif 
 Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas : 
1) Perbuatan Manusia, berupa : 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Salah satu unsur delik secara objektif yaitu keadaan-
keadaan.Keadaan yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang 
menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan 
                                                          





yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.Pada 
umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau  perintah.Dengan adanya 
pencantuman tentang perbuatan melawan hukum maka dapat 
memudahkan untuk memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang 
dapat dihukum itu lebih luas pula, dan tidak terpaku untuk lebih dahulu 
mendapatkan bukti jika diduga adanya suatu kejahatan atau 
pelanggaran. 
b. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah  unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan.” (an act does not make a person gilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan 
yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 





schuld).Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :20 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
 Artinya dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakan ancaman hukuman pidana. 
2) Kesengajaan dengan keinsafan kepastian(opzet als 
zekerheidsbewustzijn) 
 Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 
dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan itu. 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dollus 
evantualis) 
 Kesengajaan semacam ini terang-terangan tidak disertai 
bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dari tindak 
pidana tersebut. 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan.Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
                                                          





ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan 
perilaku orang itu sendiri. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) betuk, yakni : 
1) Tak berhati-hati; 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat 3 (tiga) unsur, yaitu :21 
1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut 
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sehingga sebenarnya 
ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang 
melawan hukum. 
2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berfikir 
panjang; dan 
3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela,  oleh karenanya pelaku harus 
bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. 
 
Menurut D.Schaffmeister,N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu ;22 
1) Culpa Lata yang disadari (alpa) 
 Conscious ialah kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. Dimana 
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seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak 
akan terjadi.  
2) Culpa Lata yang tidak disadri (lalai) 
 Unconsius ialah kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara 
lain kurang berfikir(onnadentkend),lengah (onnoplettend), dimana 
seseorang seyogyanya harus sadar dengan  risiko, tetapi tidak 
demikian. 
Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu 
kesatuan.Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa 
dibebaskan pengadilan.Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak 
pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
adalah unsur yang terdapat di luar manusia, yaitu berupa : 
1) Suatu tindakan 
2) Suatu akibat, dan 
3) Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang .unsur subjektif adalah unsur-unsur dari 
perbuatan yang dapat berupa : 






2) Kesalahan (schuld)23 
Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas 
unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung 
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam 
alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan 
pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan 
tertentu yang menyertai perbuatan.24 
Menurut Lamintang, unsur  tindak pidana terdiri atas dua 
macam, yakni unsur Subjektif dan unsur Objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut :25 
“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 
terkandug di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan 
unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan , yaitu dalam keadaan ketikatindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan” 
 
 Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai 
berikut : 
1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (dollus atau culpa) 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP 
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3) Berbagai maksud atau oogmerk  seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 
lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti 
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 
KUHP. 
5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalamrumusan 
tindak pidana menurut  Pasal 308 KUHP. 
 Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
1) Sifat melawan hukum wederrechtelijkheid. Digunakan kata 
unlawfulness karena adanya perbedaan pendapat dalam 
pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar 
menggunakan istilah onrechtmatige daad,  sebagian lagi memakai 
istilah wederrechtelijk. Menurut Lamintang ajaran 
“wederrechttelijkheid dalam arti formil, suatu perbuatan dapat 
dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan 
tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan 
suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran 
wederrechtelijkdalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat 
dipandang sebagai wederrechtelijkheid atau tidak, masalahnya 





tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum 
umum dari hukum tidak tertulis.26 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan mnurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam 
kejahatan menrut Pasal 398 KUHP . 
3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur-unsur 
tindak pidana, maka menurut pendapat Satochid Kartanegara yang 
memasukkan toerekeningsbaarheid sebagai unsur subjektif kurang 
tepat. Hal ini karena tidak semua ontoerekeningsvabaarheid  
bersumber dari diri pribadi si pelaku, namun antara lain dapat 
bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel (pelaksanaan perintah 
jabatan). 
Mencermati pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa usur 
subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah 
tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, 
pada hakikatnya termasuk jenis “kesengajaan” pula. 
 
 
                                                          





3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
 Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu 
antara lain :27 
a. Menurut Sistem KUHP 
 Dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.Pembedaan delik 
atas delik kejahatan dan dan delik pelanggaran merupakan 
pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP.Buku II 
KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (misdrijven), 
sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut 
pelanggaran (overtredingen). 
Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada 
kejahatan.Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebuh 
didominasi dengan ancaman pidana penjara. 
b. Menurut Cara Merumuskannya  
 Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana 
materil.Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan 
                                                          





tertentu.Perumusan dari tindak pidana formil tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya.Jadi, delik formil adalah perbuatan yang sudah 
menjadi delik selsai (voltooid) dengan dilakukannya perbuatan. 
 Sedangkan delik materil adalah delik yang baru dianggap 
selesai (voltooid) dengan timbulnya  akibat yang dilarang.Delik 
materil ialah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah 
terjadinnya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. 
c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan 
 Dibedakan atas tindak pidana sengaja (dollus) dan tindak 
pidana tidak disengaja (culpa).Tindak pidana sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan 
atau mengandung unsur kesengajaan.Sedangkan tindak pidana 
tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
mengandung culpa. 
d. Berdasarkan Macam Perbuatannya 
 Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif  atau dapat 
juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif 
atau dapat disebut tindak pidana omisi.  
 Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 





mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat.Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana 
yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.Bagian 
terbesar yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
 Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu : 
1) Tindak pidana pasif murni, ialah tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
2) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, 
atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang 
terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya 
 Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus.Tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam 
waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopende delicten.Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan 





lama, yakni setelah perbuatan yang dilakukan, perbuatan itu masih 
berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende 
dellicten.Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana 
yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya 
 Dapat dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus.Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku 
II dan Buku III).Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana diluar kodifikasi KUHP.Tindak pidana ini diatur dalam 
undang-undang tersendiri di luar KUHP. Contoh-contohnya antara 
lain : 
1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
2) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
g. Dilihat dari sudut subjeknya 
 Dapat dibedakan atas tindak pidana yang dapat dilakukan 
semua orang (communia)  dan tindak pidana yang hanya dapat 





 Pada umumnya tindak pidana tersebut dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian 
terbesar dari tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang 
demikian.Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut 
yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) 
atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan lain sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 
 Dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan.Tindak pidana biasa ialah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak. 
 Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang 
dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan, yakni 
korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga 
tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa 
khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.Delik aduan 
(klachtdelict) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu 





 Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolute dan 
delik aduan relatif.Delik aduan absolut adalah delik yang dalam 
semua keadaan merupakan delik aduan.Delik aduan relatif adalah 
delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, 
sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan 
 Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, 
tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
 Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu  yang 
dibentuk menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan  
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara 
itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 





ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan dari pada bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi  
 Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat 
tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan 
tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada 
kepentingan hukum yang dilindungi.Berdasarkan kepentingan 
hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam 
Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap 
keamanan Negara (Bab I KUHP) dan lain sebagainya.   
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
 Dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
dilakukan satu kali perbuatan saja , bagian terbesar tindak pidana 
dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu 
dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana 





sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan secara 
berulang. 
 
D. Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu 
 Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu merupakan 
kejahatan yang serius karena kejahatan ini bertujuan untuk 
memperkaya diri sendiri secara ekonomis dan juga menghancurkan 
perekonomian Negara.Perbuatan menyimpan adalah perbuatan 
menempatkan suatu benda di dalam kekuasaan atau tempat yang 
sedemikian rupa, yang menjadikan hubungan yang sedemikian 
eratnya antara dirinya dengan benda itu. Dalam hal ini tidak diperlukan 
benar-benar disimpan oleh dirinya sendiri, melainkan dapat juga oleh 
orang lain atas perintahnya.Tindak pidana penyimpananuang rupiah 
palsu diatur dalam Bab X KUHP Pasal245 dan Pasal 251 serta Pasal 
36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang. 
 Penyimpanan uang rupiah palsu berarti perbuatan 
menempatkan uang di dalam kekuasaan atau tempat yang sedemikian 
rupa, yang menjadikan hubungan yang sedemikian beratnya antara 
dirinya dengan uang itu. Dalam hal ini tidak diperlukan benar-benar 






1. Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Menurut 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.Menurut 
Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang 
bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai 
Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau 
digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Tindak 
pidana penyimpanan uang rupiah palsu berarti memiliki persediaan 
uang palsu yang berada dalam kekuasaannya. 
Dalam kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai 
tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 36 
ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 
sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : 
Pasal 26 ayat (2) : “Setiap orang dilarang menyimpan secara 
fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah 
palsu.” 
 
Pasal 36 ayat (2) : “Setiap orang yang menyimpan secara fisik 
dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah 
Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana 
dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 







2. Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Menurut 
KUHP. 
Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu juga diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Perbuatan 
menyimpan berarti mempunyai persediaan uang palsu artinya barang 
tersebut ada dalam kekuasaannya.Uang palsu yang disimpan itu 
diperuntukkan untuk diedarkan atau dipergunakan. Hal tersebut diatur 
dalam pasal-pasal berikut : 
Pasal 245  : “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata 
uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang 
ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima 
diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang 
kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan  ataupun 
menyimpan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia 
mata uang atau uang kertas bank yang demikian dengan 
maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 
sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”28 
 
Pasal251 : “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun atau pidana denda paling  banyak sepuluh ribu rupiah, 
barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau 
lembaran-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak 
ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai 
mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai 
perhiasan atau tanda peringatan.”29 
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Perbuatan menyimpan uang rupiah palsu merupakan 
perbuatan menyimpan atau menyimpan persediaan uang palsu 
dan perbuatan memasukkan ke wilayah Indonesia untuk 
dipergunakan atau diedarkan. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu 
 Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penyimpanan uang 
rupiah palsu ini meliputi :30 
a. Unsur-unsur objektif : 
1) Perbuatannya : 
a) Setiap  Orang  
 Unsur  Setiap  Orang, Menimbang  bahwa  yang  
dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  orang perseorangan  
atau  korporasi  selaku  subjek  hukum  sebagai  penyandang  
hak dan  kewajiban  yang  padanya  dapat  dikenai  
pertanggungjawaban  hukum atas  perbuatannya  di  dalam  
suatu  perkara  yang  disangka  atau  didakwa sebagai  pelaku  
suatu  tindak  pidana 
b) Menyimpan 
.  Menyimpan  secara  fisik  dengan  cara  apapun  yang  
diketahuinya merupakan  Rupiah  Palsu.Perbuatan menyimpan 
                                                          





berarti mempunyai persediaan uang palsu.Barang itu ada dalam 
kekuasaannya. 
c) Memasukkan ke Indonesia 
 Perbuatan memasukkan ke Indonesia merupakan 
perbuatan memasukkan ke wilayah R.I. dari luar negeri atau 
mengimpor. 
d) Melawan hukum tanpa izin pemerintah 
 Melawan hukum atau biasa disebut unlawfulness.Dalam 
bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah 
onrechtmatige daad, sebagian lagi memakai istilah 
wederrechtelijk. Dikatakan melawan hukum adalah apabila 
perbuatan itu bertentangan dengan hokum atau tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku , yakni berkenaan dengan 
larangan atau  perintah 
e) Objeknya : 
i. keping-keping perak 
ii. mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank. 
− yang ada capnya 
− yang tidak ada capnya 
− yang diulang capnya 






f) Padahal  tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan 
atau tanda peringatan. 
g) Kesalahan dengan sengaja. 
Rumusan ‘sengaja’ pada umumnya dicantumkan dalam 
suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan ‘sengaja’ 
telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu ‘perkataan’ misalnya 
perkataan ‘memaksa’ misalnya pasal 340 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena 
bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan…” 
 
Menurut M.v.T untuk terpenuhinya unsur “dengan rencana lebih 
dahulu” diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang. Dengan 
demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum 
atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa 
yang dilakukannya. 
b. Unsur Subjektif 
- Dengan Maksud 
E. Putusan Hakim 
1. Bentuk dan Jenis Putusan Hakim 
Putusan hakim atau sering disebut putusan pengadilan sangat 
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.Putusan hakim 





sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal 
itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka 
ditempuh dua cara yaitu: 
a) Putusan diambil dengan suara terbanyak dan 
b) Jika yang tersebut a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai 
adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. 
 
Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat 
menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang 
apa yang didakwaka terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus 
dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu 
tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah 
pembebasan terdakwa (vrijspraak). Pelaksanaan pengambilan 
keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang 
disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas 
bersifat rahasia.31 
Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi : 
a. Putusan Bebas ( Vrijspraak) 
Seacara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilan putusan “Vrijspraak”, 
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sdangkan esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa 
atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas 
dijatuhkan oleh majelis hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di 
siding pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum.Akan tetapi penurut penjelasan pasal demi pasal 
atas pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah 
dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat 
buktimenurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat 
disebutkan bahwa putusan bebas apabila majelis hakim setelah 
memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan 
bahwa : 
1) Ketiadaan alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut undang-undang secara negative 
sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya 
Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan  






3) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah 
terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa 
b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum 
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit  
tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag 
van alle Rechtsvervolging). Pada pasal tersebut di atas, putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan 
redaksional bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.” 
 
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) 
KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan 
pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau 
Penuntut Umummemang terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena 
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan 
pidana. 





Putusan pemidanaan atau “Veroodelling” pada dasarnya 
diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana.” 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim 
telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. 
Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, 
terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan 
Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak 
pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan itu 
termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP 
dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa 
dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan 
terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau 
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 








2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Putusan Hakim 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
mengambil suatu putusan. Faktor-faktor tersebut adalah :32 
a. Raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan 
suku,agama, pendidikan informal dan sebagainya; 
b. Instrumentral input, factor yang berhubungan dengan pekerjaan 
dan pendidikan formal; 
c. Environtment in-put, faktor lingkungan’sosial budaya yang 
mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, 
umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya. 
 
Yahya Harahap lebih merinci faktor-faktor tersebut sebagai 
faktor subjektif dan faktor objektif.33 
a. Faktor Subjektif : 
1) Sikap perilaku yang apriori. 
Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah 
menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah 
orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. 
2) Sikap perilaku emosional: 
                                                          
32 Dr.Pontang Moerad, “Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara 
Pidana”,PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 116. 
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Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang 
hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan 
berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah 
tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim 
yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan 
putusan seorang hakim yang sabar. 
3) Sikap Arrogence power. 
Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah 
‘kecongkakan kekuasaan’. Disisni hakim merasa dirinya berkuasa 
dan pintar, melebihi orang lain (jaksa,pembela apalagi terdakwa) 
4) Moral 
Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena 
bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku 
yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam 
memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 
b. Faktor Objektif 
1) Latar belakang budaya 
Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut 
mempengaruhi suatu putusan hakim.Meskipun latar belakang 
hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidak-






  Kecerdasan serta profesionalismeseorang hakim ikuit 
mempengaruhi keputusannya.Perbedaan suatu putusan 
pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim 
tersebut. 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana yaitu : 
a. Pertimbangan Yuridis 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai 
dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam proses 
peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta 
dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari 





Lilik Mulyadi34 mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : 
“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan.Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama 
terdakwa.” 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti),  waktu kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, 
harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak.Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah putusan hakim mempertanggungjawabkan unsure-unsur 
tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang 
sebelumnya telah dipertanggungjawabkan korelasi antara fakta-fakta, 
tindak pidana yang didakwakan, dan unsure-unsur kesalahan 
terdakwa.Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan 
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posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan 
pendiriannya. 
b. Pertimbangan Sosiologis  
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini 
tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang 
rumusannya : 
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya”. 
 
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, 
maka dikeluarkan berbagai peraturan perudang-undangan yang salah 
satunya adalah Undang-Undan Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di 
Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 48 tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini ialah : 
Hakim Sebagai penegak hukum menurut pasal 5 ayat 1 UU No 48 
Tahun 2009 : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali 





harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, 
merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup di dalam masyarakat.Dengan demikian, hakim 
dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara 
adalah : 
1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 
2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan dan hal-hal yag memberatkan terdakwa. 
3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
Penjatuhan suatu putusan apapun bentuknya akan 
berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. 
Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, 





diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan system 
pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha 
untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh 
terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. 
c. Pertimbangan Subjektif 
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
undang-undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, 
maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus 
memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 
1) Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan atau 
aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 
Kegiatan ini terlihat seperti suatu perbuatan tertentu yang dapat 
dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan 
peristiwa. 
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan 
dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu 
peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang 
berlaku pada saat itu.pelakunya benar-benar telah berbuat 
seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan 





3) Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat 
dipertaggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan 
sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
4) Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas 
bertentangan dengan aturan hukum. 
5) Harus tersedia ancaman hukumannya, kalau ada ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam 
suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi 
ancaman hukumannya.  Ancaman hukuman tersebut dinyatakan 
secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus 
dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak 
dimuat suatu ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu 












A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini penulis mengalokasikan khususnya pada kantor 
Pengadilan Negeri Majene, dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar 
pertimbangan bahwa dimana Pengadilan Negeri Majene sebagai 
tempat proses penyelesaian kasus Tindak Pidana Penyimpanan Uang 
Rupiah Palsu ini dilaksanakan.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dibutuhkan ialah sebagai berikut : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat 
penelitian. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, dengan cara menelaah berbagai literature, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
ada relevansinya dengan penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan beberapa 





2. Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara penulusuran dan menelaah buku serta dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan obyek penelitian, untuk dijadikan sebagai 
landasan teoritis. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan olehh 
penulis ini, baik data primer dan data sekunder dianalisis scara 
kualitatif kemudian dilakukan secara deskriptif untuk menjawab 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan 
Uang Rupiah Palsu 
1. Posisi Kasus 
Tindak Pidana menyimpan dan atau mengedarkan uang 
rupiah palsu yang terjadi pada hari minggu tanggal 24 Februari 
2013 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Poros Majene-Mamuju Km.86-
87 Malunda di lingkungan Tabulng-bulang kelurahan Lamungan 
Batu kecamatan Malunda kabupaten Majene, yang dilakukan oleh 
perempuan ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS dengan cara 
menyimpan uang rupiah palsu sebanyak Rp.3.110.000 (tiga juta 
seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; 123 
(seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 
seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan 
lima puluh ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang kertas rupiah palsu 
pecahan seratus ribu rupiah yang disimpan dalam satu kantongan 
plastik warna hitam kemudian disimpan lagi didalam tasnya pada 
saat mobil yang ditumpangi perempuan ANDI MASNUR Alias NUR 
Binti IDRUS tersebut diberhentikan oleh beberapa anggota Polsek 





perempuan ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS turun dari 
mobil dan berjalan menjauh dari mobil lalu membuang kantong 
plastik berwarna hitam yang berisikan uang rupiah palsu tersebut. 
Kemudian pada saat itulah lelaki PALEMBANUS (anggota polsek  
Malunda) melihat kejadian tersebut lalu mengamankan perempuan 
ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS bersama kantong plastik 
yang berisikan uang rupiah palsu. 
Dalam perkara  ini  telah  dihadapkan  ke  persidangan  
terdakwa ANDI  MASNUR  Alias  NUR  Binti  IDRUSsehingga  
diperoleh  bukti  yang  sah  bahwa  benar  terdakwa  adalah  orang 
yang  dimaksudkan  Penuntut  Umum  sebagai  subjek  hukum  dari  
peristiwa pidana,  maka  telah  cukup  alasan  bagi  Majelis  Hakim  
dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  ini  dan  sebagai  dasar  
untuk  mempertimbangkan  lebih lanjut  mengenai  apakah  benar  
terdakwa  telah  melakukan  perbuatan-perbuatan  sebagaimana  
yang  telah  didakwakan  kepadanya. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan 
surat dakwaan No.Reg.Perk. : 36/Majene/Euh.2/06/2012 tertanggal 








…….Bahwa ia terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus pada 
hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 22.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan 
Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju 
Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Majene, , telah mengedarkan dan/atau membelanjakan 
Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang 
dilakukakn oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan 
sebagai berikut : 
− Berawal dari informasi yang diperoleh dari saksi Hartati kepada 
anggota Polsek Malunda Kabupaten Majene bahwa ada 
seorang perempuan yang merupakan penumpang mobil Toyota 
avanza warna merah dari Kabupaten Mamuju menuju 
Kabupaten Majene, dimana perempuan tersebut sempat 
singgah di Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju untuk 
berbelaja di kios milik saksi Hartati dengan menggunakan 
pecahan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-. Selanjutnya 
beberapa anggota Polsek Malunda yang mendapat informasi 





tersebut  di dekat jembatan Kecamatan Malunda Kabupaten 
Majene, dan saat itu mobil avanza warna merah lewat dan 
anggota Polsek Malunda termasuk saksi memberhetikan mobil 
tersebut  dan menyuruh seluruh penumpang turun dari mobil 
untuk diperikasa. Dan pada saat seluruh penumpang turun utuk 
diperiksa, saksi Palembanus SR melihat terdakwa berjalan 
menjauhi mobil dan membuang sebuah kantongan berwarna 
hitam beserta isinya ke semak-semak. Saksi langsung 
mengamankan terdakwa dan juga kantong plastik berwarna 
hitam dan isinya tersebut untuk diperiksa. Dan setelah 
diperiksa, ternyata kantong plastik tersebut berisi uang kertas 
Rupiah palsu berjumlah sebesar Rp.3.110.000. Dengan 
perincian sebagai berikut : 
− 123 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,-; 
− 6 lembar lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan 
Rp.100.000,-; 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,-‘ 
− Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas Rupiah palsu 
tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang 
bernama Rizal di Kabupaten Pinrang seharga Rp.700.000,- 






− Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab. : 
358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan kesimpulan : -- 
1) 123 lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- seri gambar 
Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri : 
a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004 
b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011 
c. MEB758475 : 8 lembar emisi tahun 2009 
d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009 
e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009 
f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004 
g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010 
Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah PALSU. 
2) 1 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- seri gambar I 
Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri 
DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 
adalah PALSU. 
3) 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. 
Soekarno Hatta dan Dr.H. Mohammad Hatta dengan nomor 
seri : 
a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011 





Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah PALSU. 
----- Perbuatan terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 




----- Bahwa ia terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus pada 
hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 22.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan 
Februari tahun 2013, bertempat di Lingkungan Te’beng Kelurahan 
Kasambang Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan 
mengadilinya, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun 
yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsuyang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 
− Bahwa awalnya terdakwasedang dalam perjalanan dari 
Kabupaten Mamuju kearah Kabupaten Pinrang singgah di kios 
milik saksi Hartati di Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju 
untuk berbelanja. Selanjutnya terdakwa membeli 2 bungkus 





menggunakan 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan 
Rp.100.000,-. Kemudian saksi Hartati memberikan uang 
kembalian kepada terdakwa sejumlah Rp.76.000,- dengan 
rincian :  
− 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,-; 
− 1 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000,-; 
− 6 lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.1.000,-; 
Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah 
kabupaten pinrang dengan menumpangi mobil Toyota avanza 
warna merah, dimana terdakwa duduk di depan samping supir. 
− Selanjutnya saksi Hartati yang curiga bahwa uang kertas rupiah 
pecahan Rp. 100.000,- yang digunakan terdakwa untuk 
berbelanja di kiosnya tersebut adalah palsu segera 
menghubungi anggota Polsek Malunda yang menerima 
informasi tersebut diantaranya yaitu saksi palembanus SR 
menunggu mobil tersebut di dekat jembatan Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene, dan pada saat mobil Toyota 
avanza warna merah tersebut lewat, beberapa anggota Polsek 
Malunda langsung memberhentikan mobil tersebut dan 
menyuruh seluruh penumpang turun dari mobil untuk diperiksa. 
− Bahwa pada saat seluruh penumpang turun dari mobil, saksi 





depan dekat sopir turun dari mobil lalu berjalan menjauh dari 
mobil dan mengambil seluruh kantongan plastik berwarna hitam 
dari dalam tas terdakwa kemudian membuang kantong plastik 
warna hitam beserta isinya tersebut ke arah semak-semak. 
Bahwa Saksi Palembanus  SR yang melihat hal tersebut lalu 
mengamankan terdakwa dan juga kantong plastik berwarna 
hitam beserta isinya yang dibuang terdakwa tersebut. Bahwa  
setelah diperiksa, ternyata kantong plastik berwarna hitam yang 
disimpan lalu dibuang oleh terdakwa tersebut berisi uang kertas 
Rupiah palsu berjumlah sebesar Rp. 3.110.000,- dengan 
perincian sebagai berikut : 
− 123 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan 
Rp.20.000,-; 
− 6 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan 
Rp.100.000,-; 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,-
; 
Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas Rupiah Palsu 
tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang 
bernama Rizal di Kabupaten Pinrang seharga Rp.700.000,-






− Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab. : 
358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan kesimpulan : -- 
1) 123 lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- seri gambar 
Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri : 
a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004 
b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011 
c. MEB758475 : 8 lembar emisi tahun 2009 
d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009 
e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009 
f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004 
g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010 
Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah PALSU. 
2) 1 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- seri gambar I 
Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri 
DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 
adalah PALSU. 
3) 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. 
Soekarno Hatta dan Dr.H. Mohammad Hatta dengan nomor 
seri : 
a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011 





Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah 
PALSU. 
----- Perbuatan terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti Idrus 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 
(2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan surat 
dakwaan No.Reg.Perk. : 36/Majene/Euh.2/06/2012 tertanggal 7 Juni 
2012, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk 
memutuskan : 
1) Menyatakan terdakwa ANDI MASNUR Alias NUR Binti 
IDRUSbersalah melakukan Tindak Pidana MENYIMPAN 
SECARA FISIK DENGAN CARA APAPUN YANG 
DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 
ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 
sebagaimana dalam dakwaan kedua. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MASNUR Alias 
NUR Binti IDRUSberupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) 





dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan dan (satu) bulan kurungan. 
3) Menyatakan barang bukti berupa : 
− 123 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,-; 
− 6 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,-; 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,- 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- 
Dirampas Untuk Dimusnahkan. 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,- 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,- 
− 6  lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.1000,- 
− 2 bungkus rokok clas mild. 
Dikembalikan kepada terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti 
Idrus. 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1.000,- (seribu rupiah) 
 
4. Analisa Penulis 
  Di dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum 
yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil.Sifat 
melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu 





hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-
dasar hukum pada umumnya).Jadi walaupun Undang-Undang tidak 
menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur 
dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah 
merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru 
merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan 
dalam rumusan tindak pidana. 
  Bagi seorang jaksa mempertahankan dakwaannya dan 
menjaga agar terdakwa tidak dapat lepas dari jerat hukum merupakan 
sesuatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diupayakan untuk 
mempertahankan hal tersebut ialah membuat surat dakwaan dengan 
jumlah dakwaan lebih dari satu tetapi tetap disesuaikan dengan tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  
  Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan 
alternatif , sebab dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar 
beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar 
tidak ada cela untuk pelaku dapat lepas dari perbuatan yang 
dilakukannya.Penerapan Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 
Tahun 2011 Tentang Mata Uang dibandingkan dengan Pasal 36 ayat (3) 
Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dimana 
jaksa telah mempertimbangkan  terdakwa telah terbukti secara sah dan 





Hal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 
tersebut dimana terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apapun 
yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.Dengan demikian penerapan 
Pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak 
pidana penyimpanan uang rupiah palsu. 
  Setelah penulis menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam 
kasus diatas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat 
dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, 
lengkap dan jelas mengenai identitas dari terdakwa serta uraian dari 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tanggal serta tempat 
perbuatan tersebut berlangsung.Sehingga dengan demikian maka 
menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi 
persyaratan sesuai Pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 
2011 Tentang Mata Uang. 
  Selanjutnya penulis akan menganalisis penerapan hukum 
pidana materil sebagai berikut : 
  Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, sebagaimana diketahui terdakwa diajukan kedepan sidang 





Umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni 
dakwaan Kedua Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 
2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1) Setiap Orang 
 Yang dimaksud dengan setiap orang disini yakni siapa 
saja tanpa terkecuali yang melakukan suatu pelanggaran 
terhadap undang-undang atau melakukan tindak pidana kalau 
penulis kaitkan dengan kasus ini maka perempuan ANDI 
MASNUR Alias NUR Binti IDRUS menyimpan Rupiah Palsu, 
maka unsur ini telah terpenuhi. 
2) Menyimpan secara fisik  
 Yang dimaksud menyimpan secara fisik disini yakni 
sesuatu barang dalam penguasaannya, jika penulis kaitkan 
dengan kasus ini maka uang rupiah palsu tersebut dalam 
penguasaan perempuan ANDI MASNUR Alias NUR Binti 
IDRUS menyimpan Rupiah Palsu, maka unsur ini telah 
terpenuhi. 
3) Diketahuinya 
 Yang dimaksud dengan diketahuinya yakni dilihat 
langsung (dengan matakepalanya) sendiri bila penulis kaitkan 
dengan kasus ini perempuan ANDI MASNUR Alias NUR Binti 





jelas berbeda dengan rupiah asli , maka unsur ini telah 
terpenuhi. 
4) Rupiah Palsu 
 Yang dimaksudkan dengan rupiah palsu adalah uang 
rupiah yang menyerupai atau seolah-olah rupiah tersebut asli 
ataupun kemudian mengubah sifat uang tersebut sedemikian 
rupa menjadi palsu, maka unsur ini telah terpenuhi. 
 
  Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penyimpanan uang rupiah palsu sesuai Pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat 
(2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.Oleh karena itu kepada 
terdakwa adalah wajib dan patut diberi ganjaran hukuman atas perbuatan 
yang dilakukannya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 
36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang terhadap terdakwa (ANDI MASNUR Alias NUR Binti IDRUS), 
menurut analisis penulis sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah 
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalamPasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU 






B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu  (Studi Kasus 
Putusan No.32/Pid.Sus/2013/PNMajene) 
 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku, seperti halnya pertimbangan 
yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan subjektif..Hal-hal yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa dalam kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yakni : 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg. Perk. PDM – 
36/Mjene/Euh.2/06/2012 tertanggal 07 Juni 2012, dengan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum (JPU). 
 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum 
tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta 
baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan 
eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHAP; 
 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, 
Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-
masing didengar keterangannya dibawah sumpah di depan 
persidangan; 
 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut 
terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; 
 
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli atas 
nama FADLI MUIN, A.Md.S.Pdi, yang keterangannya dalam BAP 
Penyidik yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam 
dibacakan di depan persidangan ; 
 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa 






Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan 
bukti surat berupa :Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 
Barang Bukti Uang Palsu No.Lab. : 358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 
2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu AKP Atik 
Harini, ST dan AKP I Nengah Tetep, SH dengan kesimpulan sebagai 
berikut  : ---- 
1. 123 lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- seri gambar 
Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri : 
a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004 
b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011 
c. MEB75ss8475 : 8 lembar emisi tahun 2009 
d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009 
e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009 
f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004 
g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010 
Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah PALSU. 
2. 1 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- seri gambar I 
Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri 
DJD798082 sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 2 
adalah PALSU. 
3. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. 
Soekarno Hatta dan Dr.H. Mohammad Hatta dengan nomor 
seri : 
a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011 





Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah PALSU. 
 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini 
maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana 
yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini 
dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan  
dengan Putusan ini ; 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, 
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya ; 
 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut 
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya ; 
 
Menimbang, bahwa terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif 
yakni : 
Pertama : Melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat  (3) 
UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ; 
Kedua : Melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 atau (2) 
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ; 
 
Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun 
secara Alternatif, dimana penyusunan surat dakwaan yang demikian 
yang harus dibuktikan hanyalah 1 (satu) dakwaan saja,  sehingga 
dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan 
mana yang paling tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur 
salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, abauku 
II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) ;  
 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 
dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perbuatan 
terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, setelah Majelis meneliti secara seksama dan berurutan 
dengan menghubungkan surat dakwaan alternatif kesatu, kedua dan 
ketiga serta dikaitkan pula dengan unsur-unsur tindak pidana yang 





yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan 
Alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1) Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum sebagai 
penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai 
pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya di dalam suatu 
perkara yangb disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak 
pidana ; 
 
Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa 
yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa yang 
terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan 
dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya 
sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan 
dibacakan, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut 
diatas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga 
diperoleh bukti yang sah bahwa benar terdakwa adalah orang yang 
dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa 
pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa 
dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk 
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa 
telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya ;  
 
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim 
unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; 
 
2) Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu 
  
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah 
sesuatu benda dengan bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau 
desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, 
digandakan, atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran 
secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9 UU No.7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang) : 
  
 Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa 
ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) paling sedikit memuat : 





b. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 
c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai 
nominalnya;  
d. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia 
e. Nomor seri pecahan 
f. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN 
YANG SAH DENGAN NILAI…”; dan 
g. Tahun emisi dan tahun cetak; 
 
 
 Menimbang, bahwa dari keterangan ahli menerangkan bahwa 
ciri-ciri khusus uang Rupiah asli ada 11 item yaitu : 
1) Mikroteks yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil; 
2) Rectoverso yaitu logo BI yang terlihat utuh saat diterawang; 
3) Intaglio yaitu cetak dalam atau cetak kasar bila diraba; 
4) Latent image yaitu gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari 
sudut tertentu; 
5) Tanda air yaitu gambar pahlawan yang terlihat bila diterawang; 
6) OVI yaitu tinta berubah warna bila dilihat dari sudut pandang 
tertentu; 
7) Electro type yaitu logo BI dan Ornament yang terlihat bila 
diterawang; 
8) Cetak invisible ink yaitu cetak tidak kasat mata dan memendar 
dibawah sinar UV; 
9) Nomor seri yaitu nomor yang susunan dan ukurannya tidak 
simetris; 
10) Benang pengaman yaitu berbentuk anyaman yang memuat 
tulisan mikro nominal rupiah; 
11) Blind code yaitu kode untuk tuna netra; 
 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan dimana berawal dari informasi saksi Hartati yang 
menerangkan bahwa ada seseorang yang berbelanja di warung 
miliknya dengan menggunakan uang Rupiah Palsu sebagai alat 
pembayaran pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 
22.00 wita di Jalan Poros Majene-Mamuju Km.86-87 Malunda di 
lingkungan Tabulng-bulang kelurahan Lamungan Batu kecamatan 
Malunda kabupaten Majene, yang dilakukan oleh perempuan ANDI 
MASNUR Alias NUR Binti IDRUS dengan cara menyimpan uang 
rupiah palsu sebanyak Rp.3.110.000 (tiga juta seratus sepuluh ribu 






− 123 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,-; 
− 1 uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,- dan 
− 6 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- 
 
Menimbang, bahwa uang kertas tersebut kemudian diketahui 
adalah uang kertas Rupiah Palsu setelah diperiksa oleh petugas dan 
diakui oleh terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu No.Lab. : 
358/DUF/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu AKP Atik Harini, ST dan AKP I 
Nengah Tetep, SH dengan kesimpulan sebagai berikut  : ---- 
1) 123 lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- seri gambar 
Oto Iskandar Dinata dengan nomor seri : 
a. DDD422501 : 20 lembar emisi tahun 2004 
b. EFB457738 : 7 lembar emisi tahun 2011 
c. MEB758475 : 8 lembar emisi tahun 2009 
d. ODD146019 : 10 lembar emisi tahun 2009 
e. QDD435429 : 22 lembar emisi tahun 2009 
f. SCK120959 : 52 lembar emisi tahun 2004 
g. YER067907 : 4 lembar emisi tahun 2010 
Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 1 adalah PALSU. 
2) 1 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- seri gambar I 
Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2009, dengan nomor seri 






3) 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Ir. 
Soekarno Hatta dan Dr.H. Mohammad Hatta dengan nomor 
seri : 
a. OHP691885 : 1 lembar emisi tahun 2011 
b. UHU645039 : 5 lembar emisi tahun 2012 
Sebagaimana tersebut dalam Bab I angka 3 adalah PALSU. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka 
dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut 
hukum ; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur melanggar Pasal 
36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut 
Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan ditambah 
keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan 
pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut ; 
 
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan 
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alas an-alasan pengecualian 
pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana 
Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis 
hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum  dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, 
sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang 
diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah 
orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, 
maka oleh karena ituTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum tersebut ; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas Masjelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 
Pidana Menyimpan secara fisik yang diketahuinya merupakan 





36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan kadar kesalahannya ; 
 
Menimbang. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada 
terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
− Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 
 
Hal-hal yang meringankan : 
a) Terdakwa belum pernah dihukum; 
b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
c) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
d) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemidaan 
yang bukanlah merupakan ajang pembalasan, melainkan sebagai 
pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik 
agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan 
perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini 
akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang 
bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi 
hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan 
tetapi bersifat edukatif,  konstruktif dan motivatif serta prevensi bagi 
masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan 
disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil dan 
patut menurut hukum; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa 
berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) 
KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang 
tidak terdapat alas an yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari 
tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP 







Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan 
dipersidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan 
dibawah ini; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka 
sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP dan Pasa 222 ayat (1) 
KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara 
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; 
 
2. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 
32/Pid.Sus/2013/PN.Mjn ini adalah sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa  ANDI MASNUR Alias NUR Binti 
IDRUSbersalah melakukan Tindak Pidana MENYIMPAN 
SECARA DENGAN CARA APAPUN YANG DIKETAHUINYA 
MERUPAKAN RUPIAH PALSU sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) 
UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dalam 
dakwaan kedua. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MASNUR Alias 
NUR Binti IDRUS berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) 
Tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda 
sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiair 1 (Satu) 
bulan kurungan. 





− 123 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,-; 
− 6 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,- 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.100.000,- 
Dirampas Untuk Dimusnahkan. 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.50.000,- 
− 1 lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.20.000,- 
− 6  lembar uang kertas Rupiah Palsu pecahan Rp.1000,- 
− 2 bungkus rokok clas mild. 
Dikembalikan kepada terdakwa Andi Masnur Alias Nur Binti 
Idrus. 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1.000,- (seribu rupiah) 
3.  Analisa Penulis 
Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim 
dalam mengambil pertimbangan untuk  menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang 
terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah 
ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, 





pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang  perbuatan 
terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah 
hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan 
pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim 
Pengadilan Negeri Majene Ibu Rahmi Dwi Astuti,S.H.,M.H., yang 
menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan atas dasar tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 
kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis 
Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat 
Pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 atau (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang.Setelah itu Hakim menimbang apakah ada alasan yang 
dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, 
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.Namun, pada perkara 
ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar yang dapat diajadikan 
sebagai dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa.Oleh 
karena itu,terdakwa dinyatakan harus dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
 Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 
kepada terdakwa lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut 





bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Lebih lanjut menurut 
Rahmi Dwi Astuti,S.H.,M.H., adapun hal-hal yang meringankan 
terdakwa pada perkara antara lain yaitu : 
a) Terdakwa belum pernah dihukum; 
b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
c) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
d) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; 
 
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum 
dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan 
dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim 
melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang 
diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa 
















 Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka 
pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, sebagaimana diketahui terdakwa diajukan kedepan 
sidang persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka 
Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang paling 
dianggap terbukti yakni dakwaan Kedua Pasal 36 ayat (2) Jo. 
Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan 
surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi 
syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 
2. Pertimbangan Hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan No.32/Pid.Sus/2013/PNM, 
oleh Majelis Hakim dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 
(Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda 





bulan kurungan karena bersalah melakukan tindak pidana 
penyimpanan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 
36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang 
Mata Uang Palsu. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi 
pidana kepada pelaku dalam perkara ini telah sesuai karena Hakim 
telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-
fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, 
keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung lainnya. 
B. Saran  
 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Penerapan sanksi pidana minimum harus ditetapkan didalam 
undang-undang, sehingga para pelaku memperoleh efek jerah 
dari sanksi yang diterima serta membuat orang lain enggan 
untuk melakukan kejahatan. 
2. Penerapan sanksi  pidana harus terpadu dan terarah dan tidak 
hanya berupa landasan teori melainkan dalam praktek sebagai 
suatu usaha nyata oleh para penegak hukum dalam mencegah 
tindak pidana. 
3. Penulis berharap kepada segenap penegak hukum agar setiap 
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